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BAB IV 
PEMBAHASAN 

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lingkungan hidup yang sehat dan bersih  merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dan mahluk hidup yang ada di dunia ini yang mesti dijaga. Menikmati lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap manusia beserta makluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Namun, peran penting manusia dalam menjaganya dari kerusakan lingkungan hidup mulai terabaikan, karena kerusakan lingkungan hidup merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari tindakan manusia itu sendiri  untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai imbas terhadap lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering ulu terlihat jelas dengan keadaan yang sangat memprihatinkan karena adanya pencemaran udara yang berupa debu, debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen yang mengganggu kesehatan masyarakat.


Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Juli merupakan masyarakat Desa Pusar: “Ya benar lingkungan kami tercemar akibat dari perusahaan Pt semen Baturaja yang mengeluarkan debu dari kegiatan industri semen yang terkena di lingkungan Desa Pusar. Adapun dampak dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu timbulnya pencemaran  udara yang berupa debu. Permasalahan ini bisa diartikan melawan hukum formil yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan tindak pidana lingkungan,  namun dikarenakan kepemilikan surat izin yang membuat pembuktian unsur melawan hukum menjadi sulit, karena anggapan 
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bahwa jika memiliki surat izin tak mungkin terjadi pelanggaran perundang-undangan dan kurangnya pengetahuan kami sebagai masyarakat tentang hukum perundang-undangan lingkungan hidup”.[footnoteRef:1] [1:  Hasil wawancara dengan Bapak Juli  (Masyarakat Desa Pusar ), 15 Maret 2023, Pukul 10.00 ] 

Penjelasan dari Bapak Hengky (Ketua Komunitas GEMPUR): “Ya memang benar bahwa di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Pt semen Baturaja yang begerak di bidang semen, awal Mula terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Pusar ini pada tahun 2017.  Faktor utama dari pencemaran lingkungan tersebut diakibatkan oleh kegiatan industri semen dari perusahaan Pt Semen Baturaja. Kami masyarakat Desa Pusar pernah melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa kepada pihak Pt semen Baturaja pada tanggal 10 Maret 2022, hasil dari demonstrasi tersebut tentu ada namun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kami sebagai masyarakat pada saat itu, kami menutut pihak perusahaan mengenai pencemaran udara yang berupa debu yang dihasilkan dari industri semen yang keluar melalui cerbong, tuntutan kami agar kegiatan dari industri semen tersebut tidak dilakukan di pagi sampai sore hari agar tidak mengganggu kegiatan maupun kesehatan masyarakat.
Hasil wawancara peneliti dilapangan dengan Kepala Desa Pusar Bapak Zainuddin:“Iya, memang benar adanya tindak pidana pencemaran lingkungan oleh Perusahaan Pt Semen Baturaja, adapun  dampak dari pencemaran tersebut yaitu pencemaran melalui udara yang mengasilkan debu yang keluar dari cerbong  PT semen. Penanggulangan sebelumnya mendapatkan bantuan per RT itupun tidak terlaksana sepenuhnya, bantuannya berupa tadmont air dan masker saja. Untuk penegakan hukumannya sendiri belum sesuai walaupun ada penegakan hukum di dalam dunia nyata, dan kenyataannya pelaksanaan dari penegak hukum itu tidak terlaksanakan dengan baik”.[footnoteRef:2] [2:  Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Kepala Desa Pusar), 15 Maret 2023, Pukul 10.30] 

Pada intinya kondisi yang telah terjadi di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah tercemar beberapa tahun yang lalu. Dan tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi di lingkungan Desa Pusar semakin tercemar akibat dari limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara yang menghasilkan tumpukan debu yang semakin banyak dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kegiatan masyarakat di desa tersebut. Selain minimnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup juga masih sangat rendah. Untuk menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya dibidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan undang-undang saja, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.
Disisi lain proses penegakan hukum terdapat proses perlindungan hukum, perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sadar pada masing-masing orang atau lembaga yang memiliki tujuan untuk mengamankan, pemenuhan kesejahteraan hidup dan penguasaan berdasarkan atau sesuai dengan hak asasi yang sedang berlaku. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup merupakan suatu penjamin dalam kepastian hukum agar dapat memberikan sebuah perlindungan akan hak pada masing-masing orang sehingga mendapatkan lingkungan hidup yang sehat yang merupakan bagian dari usaha perlindungan terhadap ekosistem.
Pasal 33 Undang-undang 1945 telah mengamanatkan bahwa wajib pemerintah dan masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup. Sangat jelas sudah diatur bahwa pemerintah adalah penanggung jawab terbesar atas kesejahteraan rakyat dari sebuah Negara, karena ini merupakan salah satu dari tugas-tugas pemerintahan.[footnoteRef:3] dan bukan hanya itu saja, dalam Pasal 2 a Undang-Undang No. 32 tahun 2009 telah diatur bahwa suatu Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam, menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan juga mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Negara Indonesia. [3:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali, 2018), 14.] 

Seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 87 ayat (1) “bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atas tindakan tertentu.”[footnoteRef:4] [4:  Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87] 

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripda Govi Marrusel bahwa: “Kepolisian disebut sebagai aparat penegak hukum dan penyebutan itu yang populer yang melekat pada pemikiran masyarakat, dimana sesungguhnya belum menggambarkan sesuai dengan pemikiran masyarakat tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian. Kepolisian tidak hanya menjalankan hukum melainkan melaksanakan ketertiban juga yang mana antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas dan ini merupakan tugas  dari kepolisian. Penegakan hukum atau dalam menjalankan hukum sangat berkaitan erat dengan kekuasaan,  oleh karena itu Kepolisian diberikan kewenangan seperti menangkap, menggeledah, menahan, dan sebagainya. Dimana Kepolisian ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhinya”.[footnoteRef:5] [5:  Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripda Govi Marrusel, 17 Maret 2023, Pukul 09.30] 

Bripda Septian Dwi Anugrah  menambahkan bahwa “dengan prosedur hukum yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja yang mencemari lingkungan hidup ini sebagai bagian penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.[footnoteRef:6] [6:  Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Septian Dwi Anugrah, 17 Maret 2023, Pukul 09.40] 

Bripda Alexander Bagus mengemukakan juga bahwa: “Kegiatan PT.Semen Baturaja di kawasan Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih ada. Tetapi pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu hanya menangani apabila ada yang melaporkan kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor, pihak Kepolisian resor Ogan Komering Ulu tidak dapat bergerak untuk menanganinya”.[footnoteRef:7] [7:  Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Alexander Bagus, 17 Maret 2023, Pukul 09.55] 

Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Rio Andriyan menyatakan: “Dalam proses penegakan hukum terutama dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil pada badan pengendalian dampak lingkungan daerah Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memiliki keberanian untuk melakukan penyidikan, hal ini dikarenakan belum adanya pengalaman melakukan penyidikan. Tenaga yang handal dan profesional sangat diperlukan untuk menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, untuk itu hendaknya seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam menangani suatu permasalahan”.[footnoteRef:8]  [8:  Hasil Wawancara Dengan Bapak Briptu Rio Andriyan, 17 Maret 2023, Pukul 10.00] 

Sementara itu hasil wawancara bersama Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu menyatakan:“Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi Pidana diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk menjaga dan mengahalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu Asas Legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan terbukti kesalahannya. 
Oleh karena itu manusia dalam hal ini adalah aparat penegak hukum memegang peranan sangat penting bagi berhasilnya suatu tugas penegakan hukum khusunya penegakan hukum pidana lingkungan. Berhasil tidaknya penegakan hukum khusus terkait tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT.Semen Baturaja sangat ditentukan oleh kondisi aparat penegak hukum dan kondisi lembaga tempat bernaung aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil penelitian pada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, penegakan hukum dengan sarana hukum pidana sangat jarang, hal ini disebabkan karena belum tersedianya sumber daya manusia yang belum memadai.
Adapun hasil penelitian penulis yang didapatkan dilapangan bahwasanya halangan yang dijumpai pada penerapan-penerapan yang seharusnya dari golongan atau penegak hukum, berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :
1. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
2. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi. 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, 
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menyatakan :
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha atau perusahaan maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut (Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).   
Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara dan denda. Selain itu ada pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 berupa :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan;
c. Perbaikan akibat tindak pidana;
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
e. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;
Dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan oleh PT.Semen Baturaja di Desa Pusar yang menggunakan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diketahui atau ditemukan oleh Polisi. Namun dalam proses penyelidikan penerapan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya sangat mudah diterapkan karena unsur-unsur pidananya sudah termasuk dalam Undang-undang tersebut, dan kenyataannya penerapan unsur-unsur pidana dalam undang-undang tersebut menjadi sulit, dan ditambah juga barang bukti yang sedikit dan belum adanya laporan dari masyarakat.
Sehingga proses penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat hanya dikenakan sanksi administrasi yaitu dengan adanya teguran tertulis yang diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pencemaran lingkungan. Dengan memberikan peringatan lewat surat maka diharapkan akan memperkecil terjadinya pencemaran. Pemberian sanksi administrasi dimaksudkan untuk memberikan pembebanan terhadap kewajiban yang telah dilanggar, hal tersebut dikenakan kepada penanggung jawab PT Semen Baturaja. Kemudian apabila pihak yang telah melakukan pencemaran tidak memberi perubahan bahkan membuat keadaan semakin parah maka akan dilakukan tindakan lanjutan sebagai pemberian sanksi pidana.[footnoteRef:9] [9:  Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, 17 Maret 2023, Pukul 11.00] 

Dari pemaran diatas dapat penulis simpulkan bahwa kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak naik ke tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dikarenakan kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit dan ditemukan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar. Sehingga proses penegakan hukum oleh Polres Ogan Komering Ulu hanya mengenakan sanksi administrasi. 

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.[footnoteRef:10] [10:  M. Razik Ilham, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” (Skripsi,: Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), 37] 

Berdasarkan hukum islam dalam teori fiqih lingkungan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Desa pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dimaksudkan dengan ilmu fiqih disini yaitu ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, dengan dirinya, dengan keluarga, masyarakatnya dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan. Hubungan fiqih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan  kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur’an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan alam. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) Ayat 77:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.[footnoteRef:11] [11:  Q.S.Al-Qashash  (28): 77] 


Kemudian dalam QS Al-A’raf/7: 56 berbunyi:[footnoteRef:12] [12:  Q.S. Al-A’Raf (7):56] 

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (aka n dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al- A’raf: 56 ).[footnoteRef:13] [13:  Endang dkk, Al-Qur’ananul karim Special for Muslim, 157. ] 


Dalam QS. Ar-Rum ayat (30):41 yang berbunyi sebagai berikut :
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Artinya: Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).[footnoteRef:14] [14:  Q.S Ar-Rum (30): 41 ] 


Berikut Q.S Al-Baqarah (2):205 yang berbunyi sebagai berikut :
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan allah tidak menyukai kebinasaan”.[footnoteRef:15] [15:  Q.S Al-Baqarah (2):205 ] 


Beberapa ayat diatas terlihat jelas bahwa Allah melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam islam perbuatan merusak lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur’an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqih lingkungan (fiqh Al-Biah) yaitu setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara’ yang diancam dengan hukuman ta’zir.[footnoteRef:16] [16:  Nurul Irfan dkk, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 182.] 

Ta’zir berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum ta’zir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi ta’zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta’zir : 
1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. 
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi. 
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku.  
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.[footnoteRef:17] [17:  Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), 93-94.] 

Sanksi ta’zir berada di tangan Pemerintah (Hakim) dan Indonesia dipimpin oleh presiden serta pemerintahan dibawahnya maka sanksi bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berlaku di Indonesia sampai saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan upaya untuk melindungi lima komponen kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu menjaga lingkungan dari bahaya pencemaran dan perusakan adalah wajib yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan merupakan upaya dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syari’at (maqasid al-syariah) tujuan dari syari’at Islam adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia di dalam mengurus kehidupan termasuk lingkungan hidup secara bijak.
Dan Bersesuaian dengan hadits Rasulullah yang artinya: 
“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas, dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, maka pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka merekapun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya”.(H.R Bukhari no. 2494)
Berdasarkan hadist di atas peneliti menganalisis bahwa jika penegakan hukuman ta`zir yang berarti penyusunan materi peraturan secara keseluruhan dilakukan oleh manusia (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) dengan penyesuaian substansi dari ajaran agama bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bukan hal yang menyalahi aturan syar`i. Hal ini sama halnya dengan hukum lingkungan pada tataran hukum positif di Indonesia, yang mana tujuan dari keduanya sama yaitu guna mencegah kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. 
Hukuman ta`zir sebagaimana yang kita ketahui bukanlah hukuman yang memang Allah gariskan dalam syariat seperti hadd atau qishash, melainkan hasil ciptaan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Jika melihat karakteristik dari fikih, maka tidak menutup kemungkinan fikih lingkungan yang dibentuk dan dikembangkan akan sangat berpengaruh besar  pada upaya pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menanggapi kelemahan-kelemahan yang terrefleksikan dari proses penegakan hukum lingkungan. 
Fikih dalam ajaran agama Islam, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fikih lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan.
Bila dilihat dari penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pencemaran lingkungan hidup berupa debu yang mencemari udara dan menyusutnya cadangan air dapat dikategorikan kedalam jarimah ta’zir dan adapun penerapan dan penetuan sanksi untuk tindak pidana pencemaran udara dan menyusutnya cadangan air diserahkan kepada penguasa (ulil amri), dalam hal ini adalah hakim dengan ijtihadnya diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan macam jarimah ta’zir serta keadaan si pelaku. karena kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat yang dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tidak berhak menzhalimi pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat. Oleh karena itu, tidak pidana pencemaran lingkungan hidup harus ada penanggulangan lebih lanjut agar tidak menjadi pencemaran yang berkelanjutan.
Bila dilihat dari ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas maka dapat dinyatakan perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Baturaja berupa menyusutnya cadangan air disekitar PT Semen Baturaja dan banyaknya debu yang berterbangan yang dapat menggangu kesehatan masyarakat termasuk ke dalam kegiatan yang mencemarkan lingkungan di Desa Pusar. Oleh karena itu pihak PT Semen Baturaja haruslah bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan semen dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan tersebut.    
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